
BUPATI BULUKUMBA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPAT! BULUKUMBA 
NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BULUKUMBA, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 
Anggaran 2019. 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. 

3. 

4. 

5. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

'beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

tentang 
Republik 

Lembaran 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1560); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nornor 8 Tahun 
2011 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 



17. 

18. 

19. 

20. 

Bulukumba Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 
Nomor 11); 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2018 
Nomor 6); 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2018 Nomor 8); 
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2020 Nomor 6 ); 
Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 
Nomor 42). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATl TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG­ 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri dari : 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Bunga 
3). Belanja Hibah 
4). Belanja Bantuan Sosial 
5). Belanja Bagi Hasil 
6). Belanja Bantuan Keuangan 
7). Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja 

b. Belanja Langsung 
1). Belanja Pegawai 
2). Belanja Barang dan Jasa 
3). Belanja Modal 

Rp 173.001.144.148,90 
Rp 1.023.703.426.308,00 
RD 290973212.860,34 
Rp 1.487.677.783.317,24 

Rp 588.605.115.441,00 
Rp 2.337.562.081,00 
Rp 14.880.345.500,00 
Rp 4.370.304.026,00 
Rp. 4.699.557.898,00 
Rp. 182.096.034.019,00 
Rp 189.350.000,00 
Rp 797.178.268.965,00 

Rp. 40.948.717.404,00 
Rp 338.164.830.104,38 
RD 280.623.569.403,90 



Jumlah Belanja 
Jumlah belanja (a + b) 
surplus/ Defisit 

3 Pembiayaan 
a Penerimaan 
b. Pengeluaran 

hmlah Penmbicyan Netto 

Rp. 659.737.116.912,28 
RD1456.915385.877,28 
Rp. 30.762.397.439,96 

Rp 96.702.868.870,86 
RD. 100.314712.408,00 
Rp. (3.611.843.537,14) 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 27 150.553.902,82 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bu pati in 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 

Pasal 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran [I Peraruran Bupati in 

Pasal 5 
Laporan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini 

Pasal 6 
Peraturan imi mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 

Ditetapkan di Bulukumba 
pada tanggal 31 Agustus 2020 

-J 
f os.V 

SAPPEWALI 

A. 

"en «di Butukumtba 
31 Agustus 2020 

RAH KABUPATEN BULUKUMBA. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKU'MBA 
TAHUN 2020 NOMOR 35 
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